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ABSTRAK 
 
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
(Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo 
Kabupaten Tojo Una-Una) 
 
Accountability of Alokasi Dana Desa Management 
(Case Study in Uekuli Village, Tojo Sub-district 
Tojo Una-Una District) 
 
Fadhil Azhar 
Harryanto 
Syahrir 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara 
dengan pemerintah Desa Uekuli serta melihat kelengkapan dokumen pengelolaan 
Dana Desa. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan metode 
kualitatif dengan membandingkan data terkait akuntabilitas pengelolaan Dana 
Desa dengan indikator dan alat ukur akuntabilitas yang disusun oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa untuk perencanaan Alokasi Dana Desa sudah 
menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari kelengkapan 
dokumen serta transparansi informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan juga 
dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengalokasian yang sudah sesuai 
prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik 
sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dengan laporan 
pertanggungjawaban yang lengkap. 
  
Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pertanggungjawaban. 
 
This study aims to describe the accountability of Alokasi Dana Desa management. 
The data was collected by observation and interview with Uekuli village 
government and see the completeness document of Desa Desa management. 
Data obtained from the study were analyzed using qualitative methods by 
comparing data related to accountability of Dana Desa management with 
indicators and accountability measures compiled by the National Development 
Planning Agency (BAPPENAS). The results of this study indicate that for the 
planning of the Alokasi Dana Desa has revealed the existence of accountable 
management seen from the completeness of documents and transparency of 
information to the public. Implementation can also be said to be accountable by 
looking at the allocations that have been in accordance with their priorities. 
Whereas in accountability seen in physical results have shown accountable 
implementation with complete accountability report. 
 
Keywords : Village Fund Allocation, Planning, Implementation,  
Accountability. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Setelah era otonomi berjalan sejak tahun 1999, sistem pemerintahan 
Indonesia telah beralih dari pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan 
desentralisasi, dimana pemerintah pusat yang dulunya menjadi aktor utama dalam 
pembangunan, kini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
mandiri dalam membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah mengamanatkan 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi ini selaras 
dengan agenda demokrasi dan tujuan terwujudnya kesejahteraan. Dengan 
desentralisasi, dapat terjamin pengembilan keputusan publik secara demokratis, 
begitu juga pelayanan masyarakat dapat terseleggarakan dengan lebih baik. 
Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan 
penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada 
pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih 
menitik-beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi 
sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat 
paling bawah, yaitu desa dengan memberikan otonomi pada desa itu sendiri. 
Selain memberikan pengakuan terhadap lokalitas, otonomi desa diyakini mampu 
membawa negara lebih dekat dengan masyarakt desa. Otonomi desa juga 
bertujuan untuk membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, menciptakan 
pemerataan dan keadilan serta memberdayakan kekuatan rakyat pada level grass 
root. Tahapan ini dianggap sangat krusial karena diyakini bisa lebih mendekatkan 
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capaian pembangunan, yakni kesejahteraan, kepada rakyat bawah. Masyarakat 
desa bisa merasakan dampak pembangunan secara langsung dan dapat 
menikmati pelayanan publik yang baik dari pemerintah. 
Menurut Sukriono (2011: 2) eksistensi desa dilihat dari perspektif 
ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis, pada hakekatnya merupakan 
bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan 
hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri. Desa memiliki 
hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang 
dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang 
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 
yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, maka ditetapkanlah Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam 
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), 
tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh 
tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai 
kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI 
untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan 
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam 
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melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera (Retnowati, 2016). 
Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pengaturan desa bertujuan: 
memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa 
untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;  
membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta 
bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa 
guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan 
sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu 
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;  memajukan 
perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan 
nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang Desa, adalah 
terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 tentang 
Keuangan desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa 
ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara 
bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis.setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp. 1.4 miliar 
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berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dana 
transfer daerah menurut APBN dan untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, 
ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total 
dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se 
Indonesia. 
Maksud pemberian Dana Desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan 
atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah 
desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi 
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun 
demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016) dengan judul “Good 
Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014”  mengungkapkan bahwa perlu adanya tata kelola yang 
baik dalam pengelolaan keuangan desa. Good governance diajukan demi 
tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua 
penggunaan laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, 
akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu 
merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam 
pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. 
Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan good governance pengelolaan 
keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang 
tidak cakap. 
Dari penelitian oleh Tampubolon (2014) dengan judul “Pelaksanaan Prinsip 
Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau 
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Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013”, dapat disimpulkan 
bahwa dalam alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau sudah menjalankan prinsip 
good governance. Dalam mendukung terwujudnya good governance masyarakat 
sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip good 
governance. Dimensi akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat 
belum dapat terlaksana dengan baik, dalam proses pembuatan sebuah keputusan 
dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang 
membutuhkan,dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar 
etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 
yang benar, hanya saja hal ini tidak dipublikasikan dengan baik kepada seluruh 
masyarakat. Dimensi transparansi ditemukan bahwa secara keseluruhan pada 
dimensi ini sudah berjalan dengan baik seperti kerjasama yang terjalin sudah dan 
semua masyarakat serta aparatur pemerintah sudah bekerja saling mendukung, 
hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan 
dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang 
membuat masyarakat berpandang negatif. Dimensi partisipasi masyarakat dapat 
diketahui bahwa masyarakat yang diikutsertakan adalah perwakilan dari 
masyarakat desa saja. Seperti tokoh masyarakat, tidak semua masyarakat dapat 
ikut serta dalam perumusan alokasi Dana Desa. Partisipasi masyarakat masih di 
mobilisasi mereka tidak datang dengan kesadaran sendiri. Dalam penyusunan 
alokasi Dana Desa 16 masyarakat desa Teluk Bakau hanya datang untuk melihat 
perumusan berlangsung namun tidak diberi kesempatan untuk memberikan ide 
serta masukan terhadap pengalokasian dana tersebut. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Heriyanto (2015) dengan judul 
“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan 
Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” mnyebutkan bahwa masih 
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terdapat hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata 
kelola pemerintahan desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan 
berbagai kegiatan desa. 
Kemudian dari kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) sejak Januari 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi 
Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa, KPK menemukan 14 temuan pada empat 
aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek 
pengawasan; dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek tata laksana, terdapat 
lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit 
dipatuhi oleh desa; satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa 
dalam menyusun APBDesa belum tersedia; transparansi rencana penggunaan 
dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah; laporan pertanggungjawaban 
yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa 
yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan 
desa. 
Dari beberapa penelitian terdahulu dan dari hasil kajian KPK di atas dapat 
disimpulkan bahwa masih terdapat banyak masalah dan hambatan yang dihadapi 
dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah setiap desa mau tidak mau harus siap 
untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa tersebut kepada 
pemerintah maupun masyarakat.  
Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, 
memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa, dengan 
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dana sebesar itu, tata kelola yang baik (good governance) haruslah ditetapkan 
dalam pengelolaannya. 
Pengertian tata kelola yang baik (good gevernance) dapat diartikan 
sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi 
good governance  sebagai “the way state power is used in managing economic 
and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation 
Developmant Program (UNDP) mendefinisikannya sebagai “the exsercise of 
political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all 
levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah 
mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan 
masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek polotik, ekonomi, 
dan administratif dalam pengelolaan negara. 
Masih banyak lagi pengertian good governance yang diberikan oleh 
berbagai pihak, Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi 
tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, 
dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang 
dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu 
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Krina, 2003: 8). 
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good 
governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa 
dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Astuti, 2016: 11). 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 
tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 
106 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 
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undang–undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menetapkan keuangan desa 
dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 
dengan tertib dan disiplin anggaran. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci 
dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal  yaitu (1) kemampuan 
menjawab (answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). 
Penelitian pengelolaan Dana Desa ini difokuskan pada penerapan 
akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua 
kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat 
dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. 
Dana Desa tahap 1 per 24 Mei 2016 untuk 334 daerah sudah disalurkan, 
Kabupaten Tojo Una-Una mendapat dana sebesar Rp. 82.656.991.000. Berikut 
adalah rincian Dana Desa per kecamatan untuk Kabupaten Tojo Una-Una. 
Tabel 1.1 Pencairan dan Penyaluran Dana Desa TA. 2016 Kabupaten Tojo  
Una-Una sampai dengan Bulan Mei 2016. 
No Kecamatan 
Alokasi Dana 
Desa 
(Rp) 
Pencairan 
RKUN ke 
RKUD 
(Rp) 
% 
RKUD ke 
RKDes 
(Rp) 
% 
1 Tojo Barat 7.861.613.000 4.716.967.800 0,60 4.361.420.400 55,48 
2 Tojo 9.667.936.000 5.800.761.600 0,60 5.800.761.600 60,00 
3 Ulubongka 11.275.510.000 6.765.306.000 0,60 6.765.306.000 60,00 
4 
Ampana 
Kota 
2.639.287.000 1.583.572.200 0,60 1.583.572.200 60,00 
5 Ratolindo 2.492.396.000 1.495.437.600 0,60 1.117.070.400 44,82 
6 
Ampana 
Tete 
12.568.481.000 7.541.088.600 0,60 7.173.196.600 57,07 
7 Una-Una 6.731.456.000 4.038.873.600 0,60 4.038.873.600 60,00 
8 Batudaka 5.574.283.000 2.953.200.000 0,53 2.953.200.000 52,98 
9 Togean 9.737.641.000 5.842.584.600 0,60 5.842.584.600 60,00 
10 
Walea 
Besar 
4.846.690.000 2.908.014.000 0,60 2.908.014.000 60,00 
11 Talatako 3.768.942.000 2.261.365.200 0,60 2.261.365.200 60,00 
12 
Walea 
Kepulauan 
5.492.756.000 3.295.653.600 0,60 3.295.653.600 60,00 
Total 82.656.991.000 49.202.824.800 0,60 48.101.018.200 58,19 
Sumber: http://desamembanguntouna.blogspot.co.id. 
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Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyaluran dari RKUN sampai pada 
rekening desa sudah hampir terealisasi seratus persen, namun penyaluran dari 
rekening desa ke pelaksana kegiatan masih mengalami keterlambatan penyaluran 
sebagai akibat dari kurangnya pemahaman pemerintahan desa terkait 
pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu tata kelola yang baik (good governance) 
haruslah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di setiap desa yang ada di 
Kabupaten Tojo Una-Una. 
Desa Uekuli merupakan ibu kota Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-
Una. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki visi “terciptanya pembangunan Tojo Una-
Una yang merata dan berkelanjutan berbasis agrobisnis dan wisata unggulan 
menuju masyarakat madaniyah”, dan untuk mencapai visi tersebut pemerintah 
Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan beberapa misi yang salah satunya adalah 
“mendorong dan melanjutkan pemerintah yang amanah (good governance). Visi 
misi kabupaten haruslah dijalankan oleh setiap tingkatan pemerintahan yang ada 
di bawahnya, termasuk Desa Uekuli dalam menjalankan proses pemerintahan, 
tidak terkecuali dalam pengelolaan Dana Desa, oleh karena itu penelitian ini ingin 
mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan good governance di Desa Uekuli 
Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una. 
Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Akuntabilitas Pengelolaan 
Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo 
Una-Una)” untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan akuntabilitas dalam 
pengelolaan Dana Desa di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una 
demi mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 
masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah “Bagaimana akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Uekuli Kecamatan 
Tojo Kabupaten Tojo Una-una. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Pertama, bagi peneliti. Semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu titik 
rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan cahaya ilmunya kepada 
peneliti, sehingga pengetahuan dan pengalaman terkait hal yang diteliti semakin 
bertambah. 
Kedua, bagi akademisi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi. Penelitian ini juga dapat 
dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti 
yang memiliki fokusan penelitian yang sama.  
Ketiga, bagi pemerintah Desa Uekuli kecamatan Tojo kabupaten Tojo Una-
una. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi peningkatan 
kualitas kinerja pemerintah khusunya dalam hal pengelolaan Dana Desa dan 
kemajuan Desa Uekuli pada umumnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan tentang arahan penelitian yang dilakukan, yang terdiri 
dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu 
agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, bab ini 
memberikan landasan teori terkait dengan judul penelitian yang berasal dari 
referensi – referensi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dll yang menunjang 
pengembangan kerangka pikir selanjutnya.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang metode dan langkah-langkah penelitian 
secara operasional yang menyangkut jenis Penelitian, lokasi Penelitian, jenis dan 
Sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahap-
tahap Penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang akan 
membahas hasil observasi pada objek studi yang dipilih sebagai tempat 
mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini adalah bab yang berisikan kesimpulanyang berkaitan dengan 
pembahasan masalah dalam studi dan saran-saran yang dapat menjadi 
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasa Teori 
2.1.1 Desa dan Pemerintah Desa 
2.1.1.1 Definisi Desa 
Menurut Kartohadikiesmo (1984) dalam Salman (2012: 1) “desa”, ”dusun”, 
”desi” asalnya dari perkataan Sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah 
kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut 
dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di 
Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut 
dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat 
disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. 
Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap 
asal usul dan adat istiadat setempat. 
Definisi desa menurut undang–undangno. 6 tahun 2014 (2014: 2).  
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
Dalam tulisan ilmiah, khususnya sosiologi desa, desa dapat dikaji dalam 
dua ontologi: sebagai statika dan dinamika. Sebagai statika, desa ditempatkan 
sebagai entitas diam dalam ruang dan waktunya, yang dalam kediamannya 
tersimpan berbagai aspek. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek hukum 
dan administratif. Maka ia terdefinisikan sebagai kesatuan wilayah berbasis 
hukum. Desa adalah “suatu kesatuan hukum”, di mana bertempat tinggal suatu 
masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri. Sebagai 
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statika, desa terbentang dalam aspek geografis, maka ia terdefinisikan sebagai 
spermukaan mulai dari pesisir dan pulau kecil, persawahan dan dataran rendah, 
hingga dataran tinggi dan pinggir hutan, yang didalamnya manusia berinteraksi 
dengan buminya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekonomis, maka 
ia didefinisikan sebagai ruang, produksi, distribusi, dan konsumsi yang di 
dalamnya berinteraksi manusia yang hendak memenuhi kebutuhannya di tengah 
keterbatasan sumber daya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek 
sosiologis, maka ia didefinisikan sebagai arena struktural fungsional dan konflik, 
arena interaksionisme simbolik dan fenomenologis, serta arena konstruksi sosial 
atas realitas. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek budaya, maka ia 
didefinisikan sebagai arena yang di dalamnya hadir kumpulan nilai, norma, dan 
pengetahuan serta proses belajar individual dan kolektif dalam merepresentasikan 
diri dan merespons dinamikanya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek 
ekologi, maka ia terdefinisikan sebagai relasi antara sistem sosial dengan sistem 
lingkungannya, yang di dalamnya berlangsung pertukaran materi, energi, dan 
informasi secara timbal balik (Salman, 2012: 4). 
Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak melintasi 
waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. Sebagai 
dinamika, seperti halnya entitas lain, desa adalah proses yang terus mengalir 
dalam waktu, dalam keniscayaan untuk berubah sesuai spirit yang 
menggerakkannya, suatu kepastian akan evolusi. Evolusi desa adalah gerak 
perubahan dalam arah dan kecepatan alamiah yang lahir dari saling pengaruh atas 
multi variabel secara gradual pada ruang lokalnya. Ia adalah dialektika antara 
preskripsi struktur pada kolektivitas masyarakat dengan tindakan elektif aktor pada 
hasrat bebas individual, yang lalu melahirkan spirit bagi bergeraknya perubahan 
melalui inovasi, berupa kemunculan fitur baru akan nilai, norma, pengetahuan, 
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teknologi, struktur dan kelembagaan, tindakan dan prilaku serta benda material 
(Salman, 2012: 6). 
2.1.1.2 Pemerintahan Desa 
Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan 
perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-Undang 
nomor 6 tahun 2014: 9). 
1. Kepala Desa 
Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 
untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan 
peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, 
kepala desa wajib. 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir 
tahun anggaran kepada bupati/walikota; 
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir 
masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
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c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun 
anggaran; dan 
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun 
anggaran. 
2. Perangkat Desa 
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. 
Perangkat Desa terdiri atas. 
a. Sekretariat Desa 
Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf 
sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya 
dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk 
membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung 
jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa 
sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. 
Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara 
desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus 
kekayaan milik desa. 
b. Pelaksana Wilayah 
Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 
satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan 
secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan 
kemampuan keuangan desa. 
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c. Pelaksana Teknis 
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 
pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 
2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. 
3. Badan Permusyawaratan Desa 
Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD 
adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. 
Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, 
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. masa jabatan 
anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali 
masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan 
merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi 
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014: 18). 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 
desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 
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2.1.2 Good Governance 
Sejak tumbangnya rezim orde baru dan digantikan dengan gerakan 
reformasi, istilah good governance begitu populer. Hampir setiap event atau 
peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah 
ketinggalan. Meskipun kata good governance sering disebut di berbagai event dan 
peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian good governance bisa berlainan 
antara satu dengan yang lain. Ada sebagaian kalangan mengartikan good 
governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu 
negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memiliki prasyarat-
prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good 
governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan 
adanya civic culture sebagai penopang sustanibilitas demokrasi itu sendiri 
(Hendarto, 2002: 1). 
Good gevernance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan 
publik. World Bank memberikan definisi good governance  sebagai “the way state 
power is used in managing economic and social resources for development of 
society”. Sementara itu, United Nation Developmant Program (UNDP) 
mendefinisikannya sebagai “the exsercise of political, economic, and 
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, 
World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya 
sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan 
UNDP lebih menekankan pada aspek polotik, ekonomi, dan administratif dalam 
pengelolaan negara (Mardiasmo, 2002: 17). 
Menurut Krina (2003: 5). Governance, yang diterjemahkan menjadi tata 
pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi 
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guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan 
mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-
perbedaan diantara mereka. Definisi lain menyebutkan governance adalah 
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan 
pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. 
Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang 
sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari 
terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya 
institusiinstitusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat 
terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang 
berbeda. Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara 
negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik 
kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja 
pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk 
mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan 
dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang 
kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak 
asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. good governance sangat terkait 
dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan 
ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik 
tertentu. 
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2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Good Governance 
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas 
prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak 
ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia 
telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good 
goovernance(Hendarto, 2002: 2). 
UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu 
partisipasi masyarakat, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsivitas, 
berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, efisiensi dan 
efektifitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi 
jauh ke depan. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik 
good governance adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, 
pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, 
birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia 
menyebutkan sejumlah prinsip good governance yaitu: Partisipasi masyarakat, 
tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada konsensus, 
kesetaraan, fektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Asian Development 
Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance 
dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, 
dan (4) participation. 
Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata 
pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari 
satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang 
dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu 
(1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat (BAPPENAS, 
2003: 8). 
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2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan 
keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan 
kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
dan pertanggungjawaban keuangan desa. 
Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, 
dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan 
keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak 
ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan 
secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5). Adapun urutan dari pengelolaan 
keuangan desa dapat digambarkan pada bagan berikut ini. 
 
Gambar 2.1 Urutan Pengelolaan Keuangan Desa 
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 
tentang pengelolaan keuangan desa. 
perencanaan
pelaksanaan
penatausahaan
pelaporan
pertanggung
jawaban
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a. Perencanaan 
1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 
APBDesa kepada kepala desa. 
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober 
tahun berjalan. 
b. Pelaksanaan 
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
c. Penatausahaan 
1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. 
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 
tertib. 
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. 
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4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 
d. Pelaporan 
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) 
laporan semester akhir tahun. 
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a berupa laporan realisasi APBDesa. 
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
berjalan. 
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 
berikutnya. 
e. Pertanggungjawaban 
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun 
anggaran. 
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan. 
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan 
desa. 
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4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
(a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik 
desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format 
laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke 
desa. 
2.1.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang 
baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam 
permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut. 
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; 
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3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; 
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 
 
2.1.4 Dana Desa 
2.1.4.1 Definisi Dana Desa 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan 
Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung 
berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Tim 
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 2). 
Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan 
diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus 
penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian 
Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana 
Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut 
PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan 
beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan 
program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan 
daerah. 
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2.1.4.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer 
kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap 
Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah 
desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan 
angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan 
tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana 
dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program 
yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran 
yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari 
dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, 
dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan 
penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni 
tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari 
RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap 
pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;  
2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan  
3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.  
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Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana 
tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang 
bersangkutan.9 Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas 
Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima 
di RKUD. 
 
2.1.4.3 Penggunaan Dana Desa 
Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, 
namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan 
prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan 
tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan 
prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 5). 
Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 
menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa 
dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, melalui:  
1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan 
prasarana desa, 
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3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi 
lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, 
4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam 
dan lingkungan secara berkelanjutan,  
Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk 
pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan 
kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan 
pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya 
dapat mencakup: 
1) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; 
2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa 
maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; 
3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 
4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 
5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 
6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan 
desa dan hutan kemasyarakatan; dan 
7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha 
ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok 
masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok 
pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain 
sesuai kondisi desa. 
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2.1.5 Akuntabilitas 
Menurut Krina (2003: 8), prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) 
kemampuan menjawab (answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). 
Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah 
berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik 
setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka 
menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan 
apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. 
Guy Peter dalam Krina (2003: 9) menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas 
yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) 
akuntabilitas kebijakan publik. Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas 
tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang 
digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik 
maupun administrasi publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin 
bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang 
terkena dampak penerapan kebijakan. 
Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah 
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002 : 20). 
Menurut Krina (2003: 10) secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 
akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun 
para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun 
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melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan 
masyarakat. `Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas 
dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik 
dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, 
akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui 
umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip 
akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilainilai atau 
norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan 
dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, 
akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :  
1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator 
untuk menjamin akuntabilitas publik adalah : 
a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia 
bagi setiap warga yang membutuhkan 
b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai 
yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 
benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. 
c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah 
sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku 
d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, 
dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar 
tersebut tidak terpenuhi 
e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah 
ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. 
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2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin 
akuntabilitas publik adalah :  
a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media 
massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal 
b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-
cara mencapai sasaran suatu program 
c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan 
dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat 
d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang 
telah dicapai oleh pemerintah. 
Menurut Saputra (2016) UU desa memuat tiga jenis akuntabilitas, yakni 
akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik. Pada 
prinsipnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi 
penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi; merupakan hubungan antara 
agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung jawab sebagai 
individu/posisi/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggung jawab. 
1. Akuntabilitas fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah 
ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horisontal. Pemimpin dari 
pengendalian yang mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, 
sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horisontal adalah Badan 
Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini 
diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam 
sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata 
administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki 
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ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, 
sehingga pengawasan vertikal dan horisontal diharapkan terwujud. 
Indikator akuntabilitas fiskal mencakup adanya dokumen laporan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota, 
menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka menengah dan tahunan 
di desa; adanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada 
akhir masa jabatan ke bupati/walikota menghasilkan dokumen 
pelaksanaan kegiatan dan atau realisasi anggaran desa; adanya dokumen 
laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di 
setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan 
pertanggungjawaban dan keterangan laporan pertanggungjawaban di 
desa; ada penerapan sanksi sesuai undang-undang jika gagal 
melaksanakan poin-poin tersebut. 
2. Secara konseptual, akuntabilitas sosial termasuk ke dalam bentuk 
pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah ke atas. Akuntabilitas ini 
dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta 
media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi 
dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya. 
Indikator akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur 
penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, 
baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan 
dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga 
mengenai aspek-aspek tersebut, serta pengenaan sanksi apabila gagal 
menjalankannya. 
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3. Akuntabilitas birokratik adalah pengendalian internal yang mengarah ke 
bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai 
pemimpin, sedangkan pegawai desa sebagai agen. 
Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan 
tiap semester dan tiap tahun dari perangkat desa berupa: dokumen 
rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan 
belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja 
desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen rencana 
anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas 
kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala 
desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran 
pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi menurut UU dan 
peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya. Dokumen-dokumen ini 
nantinya menjadi indikator akuntabilitas fiskal. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda 
(2014) menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo 
dan Ploso Kerep masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya 
kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam 
berpartisipasi. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Romantis (2015) menyatakan bahwa 
Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban baik secara 
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teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau 
diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. 
Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh John (2015) 
menyimpulkan bahwa Proses implementasi kebijakan anggaran alokasi dana desa 
di Desa Sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya 
mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan 
bupati nomor 162 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 
Begitu juga Wulandari (2016) yang melakukan penelitian dengan judul 
Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Gondosari, Kecamatan 
Punung, Kabupaten Pacitan Tahun 2016) menunjukkan bahwa Akuntabilitas 
pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan 
sudah terlaksana cukup baik namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi. 
Kendala tersebut diantaranya kurang disiplinnya 2 TPK (Tim Pengelola Kegiatan) 
dalam memberikan laporan sehingga terkadang laporan pertanggungjawaban 
yang seharusnya telah dilaporkan belum dilaporkan tepat pada waktunya, 
kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat desa, masyarakat desa kurang 
berperan aktif terhadap pelaksanaan rapat-rapat atau koordinasi yang berkaitan 
dengan pengelolaan dana desa. 
Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masih 
terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa. hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1, 
berikut ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No 
Nama Penulis, Judul Penelitian, dan 
Tahun. 
Rancangan 
Penelitian 
Hasil 
1 Okta Rosalinda. 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 
menunjang pembangunan pedesaan. 
Tahun 2014 
Deskriptif 
analitis 
Secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso 
Kerep masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya 
kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat 
dalam berpartisipasi. 
2 Puteri Ainurrohma Romantis. 
Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana 
Desa di Kecamatan Panarukan 
Kabupaten Situbondo. Tahun 2015 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
analisis 
deskriptif 
Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah 
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan 
Pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah 
baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari 
pemerintah kecamatan. 
3 Adrianus Devaczy John. 
Implementasi kebijakana anggaran 
Dlokasi Dana Desa di Desa Sidahari 
Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten 
Ketapang. Tahun 2015 
 
Kualitatif 
deskriptif 
Proses implementasi kebijakan anggaran alokasi dana desa di Desa 
Sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum 
sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah melalui keputusan bupati nomor 162 tahun 2013 tentang 
petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 
4 Fita Rahma Wulandari. 
Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa 
(Studi Kasus di Desa Gondosari, 
Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan 
Tahun 2016) 
Kualitatif Akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan 
Punung Kabupaten Pacitan sudah terlaksana cukup baik namun 
masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut 
diantaranya kurang disiplinnya 2 TPK (Tim Pengelola Kegiatan) 
dalam memberikan laporan sehingga terkadang laporan 
pertanggungjawaban yang seharusnya telah dilaporkan belum 
dilaporkan tepat pada waktunya, kurangnya keterbukaan terhadap 
masyarakat desa, masyarakat desa kurang berperan aktif terhadap 
pelaksanaan rapat-rapat atau koordinasi yang berkaitan dengan 
pengelolaan dana desa. 
 
Sumber: diolah sendiri 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Sejak berlakunya Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa, desa 
diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali 
dalam urusan pengelolaan Dana Desa, desa mendapat dana yang cukup besar 
yaitu 10 persen dari dana transfer APBN dan ditambahsepuluh persen dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kotadari APBD, desa harus melakukan 
pengelolaan yang baik. Akuntabilitas mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan Dana 
Desa ini, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban 
karena pemerintah desa  pada akhirnya harus siap mempertanggungjawabkan 
penggunaannya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Penerapan 
akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak lain bertujuan untuk 
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Kerangka pemikiran “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi 
Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)” 
digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.2 berikut. 
 
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Good Governance
Pemerintah Desa
Pengelolaan Dana 
Desa
Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana 
Desa
PertanggungjawabanPelaksanaanPerencanaan
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 328) 
penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan 
mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena. Penelitian 
kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 
menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan 
dengan ide, presepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; 
kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan 
suatu strategi inquery yang menekankan pada pencarian makna, pengetian, 
konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; 
fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, 
menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. 
Metode ini dipilih oleh peneliti karena yang menjadi fokusan penelitian ini 
adalah pengelolaan Dana Desa, peneliti ingin mencari deskripsi mendetail tentang 
fokusan penelitian tersebut, dengan cara mengetahui pendapat langsung dari 
orang-orang yang mengelola Dana Desa. Peneliti juga ingin mencari tahu 
bagaimana pandangan masyarakat Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo 
Una-Una terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen dan 
pengumpul data yang utama di lokasi penelitian. Peneliti berperan sebagai 
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pewawancara serta pengamat objek penelitian. Kehadiran peneliti dalam 
penelitian ini akan diketahui statusnya oleh subjek penelitian atau informan. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Kabupaten Tojo Una-una memiliki visi “terciptanya pembangunan Tojo 
Una-una yang merata dan berkelanjutan berbasis agrobisnis dan wisata unggulan 
menuju masyarakat madaniyah”, untuk mencapai visi tersebut pemerintah 
Kabupaten Tojo Una-una mentepapkan beberapa misi yang salah satunya adalah 
“mendorong dan melanjutkan pemerintah yang amanah (good gevoernance), visi 
misi kabupaten tersebut haruslah dijalankan oleh setiap tingkatan pemerintahan 
yang ada di bawahnya, termasuk Desa Uekuli dalam menjalankan proses 
pemerintahan, tidak terkecuali dalam pengelolaan Dana Desa. 
Kabupaten Tojo Una-una memiliki 12 kecamatan yang terbagi atas daerah 
daratan dan kepulauan. Desa Uekuli merupakan ibu kota salah satu kecamatan 
yang berada di daerah daratan yaitu Kecamatan Tojo, hal ini menjadi salah satu 
alasan pemilihan lokasi penelitian karena dapat mempermudah peneliti dalam 
mencari data. Oleh karena itu peneliti memilih  Desa Uekuli Kecamatan Tojo 
Kabupaten Tojo Una-una sebagai lokasi penelitian. 
 
3.4 Sumber Data 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh 
peneliti. Dalam hal ini adalah data dari hasil wawancara maupun observasi 
langsung oleh peneliti terkait hal yang diteliti. Dalam penelitian ini data 
primer didapatkan dari wawancara terhadap aparatur desa maupun 
masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Dana Desa. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang kemudian digunakan 
peneliti sebagai data tambahan untuk memperjelas terkait hal yang diteliti. 
Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki 
oleh pemerintah desa Uekuli terkait pengelolaan Dana Desa. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam setiap penelitian selalua ada kegiatan pengumpulan data yang 
kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan kesimpulan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara 
Untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan teknik 
wawancara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 
(interview) adalah suatu kejadian atau suatu prosees interaksi antara 
pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dapat 
dikatakan pula bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka 
antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara 
bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang 
sebelumnya (Yusuf, 2014: 372). 
Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang 
berperan langsung dalam mengelola Dana Desa yaitu kepala Desa Uekuli, 
Sekertaris Desa Uekuli, Bendahara Desa Uekuli, serta ketua Badan 
Permusyawaratan Desa Uekuli yang berperan sebagai mitra dan 
pengawas jalannya pemerintahan Desa Uekuli. Wawancara yang 
dilakukan dibantu alat perekam atau dokumentasi, alat tersebut digunakan 
untuk membantu peneliti untuk crosscheck jika pada saat analisa terdapat 
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data, keterangan, atau informasi yang sempat tidak tercatat dalam proses 
wawancara. 
2. Observasi 
Untuk mendapat kepastian terkit keadaan yang sebenarnya, peneliti 
melakukan Observasi/pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
3. Dokumentasi 
Peneliti melakukan pendokumentasian untuk memperoleh data sekunder 
seperti dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana Desa serta data-data 
Desa Uekuli lainnya yang dapat memberi tambahan informasi terkait objek 
yang diteliti. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 428).  
Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto 
dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, 
penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. 
Setelah mendapatkan penafsiran terkait data yang telah dikumpulkan 
peneliti kemudian melakukan pembandingan data dengan indikator dan alat ukur 
yang ada, yaitu membandingkan data terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 
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di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Una-Una dengan indikator dan alat ukur 
akuntabilitas yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) (2013), hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang 
kemudian akan menjawab masalah dalam penelitian ini. 
Proses analisis data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti, 
proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 
berada dalam data penelitian. Peneliti perlu menyederhanakan data dan 
membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. 
Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data 
tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang 
tercakup dalam scope penelitian. 
2. Penyajian datadilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 
bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti 
berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 
permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok 
permasalahan.  
3. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. 
Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 
telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil inti sari dari 
sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang 
singkat dan padat tetapi mengandung makna yang luas. 
4. Pembandingan kesimpulan data di lapangan dengan indikator dan alat ukur 
akuntabilitas yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS) (2013) yang terdapat pada lampiran 3. 
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3.7 Pengecekan Validitas Data 
Teknik pemeriksaan validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini 
adalah triangulasi. Menurut Yusuf (2014: 395) triangulasi merupakan salah satu 
teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data 
yang lebih akurat dan kredibel. Selanjutnya Mathinson (1998) dalam Sugiyono 
(2013: 425) mengemukakan bahwa “the value of triangulation lies in provoding 
evidence – whether convergent, inconsistent, or contracdictory”. Nilai dari teknik 
triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), 
tidak konsisten, atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik 
triangulasi, maka data yang diperoleh akan konsisten, tuntas, dan pasti. 
Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data, triangulasi 
sumber, dan triangulasi metode. 
1. Triangulasi data dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan 
yang berguna untuk alasan etika serta perbaikan kualitas laporan, data, 
dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk triangulasi data, 
peneliti mengecek kembali jawaban yang diberikan informan dengan cara 
menanyakan kembali maksud dari jawaban dari informan. 
2. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan suatu data 
yang diperoleh dari sumber yang berbeda, dalam hal ini peneliti 
membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil 
observasi langsung maupun dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. 
3. Triangulasi metode dilakukan dengan beberapa metode dalam hal 
mengumpulkan data, dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan 
kondisi yang sebenarnya. 
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Gambar di bawah ini mengilustrasikan bagaimana pengecekkan validitas 
data yang digunakan dalam penelitian ini : 
 
 
Gambar 3.1 Triangulasi dengan sumber yang berbeda 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Triangulasi dengan teknik yang berbeda 
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3.8 Tahap-tahap Penelitian 
Menurut Basuki (2006: 80) Sebuah penelitian pastilah memiliki tahap-tahap 
dalam pelaksanaannya, dimulai dari tahap perencanaan sampai penyusunan 
laporan hasil penelitian. tahap-tahap tersebut digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 3.3 Langkah-Langkah Penelitian 
Wawancara Dokumentasi 
Data sekunder Data Primer 
merumuskan 
masalah 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa di Desa Uekuli kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una 
yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang 
dapat diambil : 
1. Akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Desa 
Pemerintah Desa Uekuli telah melakukan seluruh tahap perencanaan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 
Tahun 2014tentang pengelolaan keuangan desa. 
Pada tahap proses pembuatan keputusan, indikator-indikator untuk 
menjamin akuntabilitas publik juga suah dipenuhi oleh pemerintah Desa Uekuli. 
Keterbukaan informasi kepada masyarakat, prinsip-prinsip administrasi, 
kejelasan sasaran dan kesesuaian dengan visi misi desa, serta mekanisme 
untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi sudah dipenuhi oleh pemerintah 
Desa Uekuli. 
Pada tahap sosialisasi kebijakan pemerintah Desa Uekuli juga sudah 
memenuhi indikator-indikatornya, mulai dari penyebarluasan informasi, akurasi 
dan kelengkapan informasi, serta akses publik pada informasi, kecuali untuk 
ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah 
dicapai, indikator ini belum dikonfirmasi oleh pemerintah Desa Uekuli. 
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2. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, 
Indikator-indikator pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa 
Uekuli seperti pengeluaran desa dilaksanakan dilaksanakan melalui rekening 
kas desa dan Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 
Prioritas penggunaan Dana Desa juga sudah dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa Uekuli yaitu prioritas penggunaan Dana Desa untuk 
pemenuhan kebutuhan dasar, prioritas penggunaan Dana Desa untuk 
pembangunan sarana dan prasarana desa, prioritas penggunaan Dana Desa 
untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan 
potensi desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa 
Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa secara teknis sudah 
baik. Pemerintah Desa Uekuli juga telah mengatasi masalah keterlambatan 
pencairan Dana Desa yang berampak pada pembangunan fisik dan pembuatan 
laporan pertanggungjawaban, hal ini dibuktikan dengan kelengkapan laporan 
pertanggungjawaban yang telah disusun oleh pemerintah Desa Uekuli. Jika 
dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Tojo, Desa Uekuli 
merupakan desa yang paling cepat dalam pembuatan laporan 
pertanggungjawaban, hal ini merupakan tuntutan dimana Desa Uekuli 
merupakan ibukota kecamatan Tojo. 
 
63 
 
 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Waktu penelitian yang singkat menyebabkan kurangnya informasi yang 
bisa didapatkan dari observasi secara langsung di lapangan, kegiatan seperti 
musyawarah desa, pembangunan fisik dan kegiatan pemerintah Desa Uekuli 
terkait pengelolaan Dana Desa lainnya tidak sempat diikuti secara 
langsung,peneliti hanya dapat mengobservasi dan mendokumentasikan hasilnya. 
5.3 Saran 
Berdasarkan dari pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di 
lapangan, dan keterbatasan penelitian di atas, berikut beberapa 
kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti : 
Bagi peneliti selanjutnya 
1. Waktu penelitian sebaiknya diperpanjang sehingga peneliti bisa 
mendapatkan lebih banyak informasi khususnya informasi dari 
observasi secara langsung 
2. Sebaiknya menambahkan lebih banyak informan, semakin banyak 
informasi yang diperoleh dari informan  dapat membantu peneliti dalam 
penyusunan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. 
Bagi pemerintah Desa Uekuli 
1. Pemerintah Desa Uekuli harus lebih aktif lagi dalam meningkatkan 
keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah 
Desa Uekuli khususnya kegiatan musyawarah desa 
2. Website desa segera diadakan untuk mempermudah masyarakat yang 
membutuhkan untuk mengakses informasi dari pemerintah Desa 
Uekuli. 
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LAMPIRAN 3 
INDIKATOR DAN ALAT UKUR AKUNTABILITAS 
Definisi Indikator Alat Ukur 
1. Persyaratan organisasi publik untuk 
membuat akun ke beberapa organisasi 
lain dan untuk menjelaskan aksinya. 
 
2. Sejauh mana seseorang harus menjawab 
otoritas yang lebih tinggi untuk tindakan 
seseorang di masyarakat pada umumnya 
atau di dalam Posisi organisasi seseorang 
 
3. Pemegang jabatan publik bertanggung 
jawab atas keputusan mereka dan 
tindakan kepada publik 
 
4. Akuntabilitas diperoleh melalui : 
a. usaha  imperative untuk membuat para 
aparat pemerintahan mampu 
bertanggung jawb untuk setiap perilaku 
pemerintahan dan responsif kepada 
entitas darimana mereka memperoleh 
kewenangan 
b. penetapan criteria untuk mengukur 
performansi aparat pemerintahan serta 
penetapan mekanisme untuk menjamin 
bahwa standar telah terpenuhi 
 
5. Jenis-jenis akuntabilitas adalah : 
a. Akuntabilitas politik dari pemerintah 
melalui lembaga perwakilan 
b. Akuntabilitas  keuangan   melalui 
pelembagaan  budget  dan pengawasan 
BPK 
c. Akuntabilitas  hukum,  dalam bentuk 
aturan  hukum,  reformasi hukum dan 
pengembangan perangkat hokum 
d. Akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam 
bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan 
dalam suatu pemerintahan yang 
demokratis, tanggung gugat rakyat 
melalui sistem perwakilan 
 
6. Beberapa pertanyaan yang harus siap 
dijawab oleh administrator publik  
sehubungan dengan akuntabilitas publik 
adalah  
a. Apakah saya berhubungan dengan 
masalah-masalah yang harus 
diselesaikan dengan nilai-nilai yang 
konsisten dengan nilai-nilai dari 
konstituen saya ? 
Proses 
pembuatan 
keputusan yang 
dibuat  secara 
tertulis, tersedia 
bagi warga yang 
membutuhkan, 
dengan setiap 
keputusan yang 
diambil sudah 
memenuhi 
standar etika dan 
nilai-nilai yang 
berlaku, dan 
sesuai dengan 
prinsip-prinsip 
administrasi yang 
benar 
 
Akurasi dan 
kelengkapan 
informasi yang 
berhubungan 
dengan cara-cara 
mencapai 
sasaran suatu 
program 
 
kejelasan  dari 
sasaran kebijakan 
yang telah diambil 
dan 
dikomunikasikan 
kelayakan dan 
konsistensi dari 
target operasional 
maupun prioritas 
 
penyebarluasan 
informasi 
mengenai suatu 
keputusan melalui 
media massa 
 
akses  publik pada  
informasi atas 
suatu keputusan 
setelah keputusan 
dibuat dan 
mekanisme 
Visi & misi 
Job description 
(acuan pelayanan) 
- pilihan metode 
pelayanan 
- informasi tentang 
tingkat pelayanan 
- mekanisme / 
standar pelayanan 
- standar efisiensi 
- kapasitas yang 
memadai 
- kualitas yang 
memadai 
 
produk-produk 
kebijakan daerah 
(proses pembuatan 
keputusan) : 
- Pola dasar 
- Propeda 
- Renstra 
- Repetada 
- APBD 
- Sistem & 
mekanisme 
perencanaan, 
pengendalian 
pembangunan 
daerah 
- SK 
- Anggaran tahunan 
- Perda 
 
Annual report 
(Laporan 
pertanggungjawaba
n) 
 
Laporan keuangan 
(sistem 
pengelolaan 
keuangan) 
 
Kebijakan daerah 
dalam : 
- pengadaan 
barang dan jasa 
- pajak dan 
retribusi 
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b. Apakah program yang saya buat untuk 
konstituen didasarkan pada hipotesis 
yang jelas tentang masalah dan solusi 
yang efektif untuk menyelesaikan 
masalah itu ? 
c. Dengan   hipotesis  tersebut,   apakah   
saya  mempergunakan metode yang 
efektif-biaya untuk 
mengimplementasikan 
d. Dalam  mengimplementasikan   metode  
tersebut  apakah  saya telah me-
manfaatkan secara penuh sumber daya 
yang tersedia bagi saya dalam 
pengertian alokasi sumber daya kontrol 
biaya waktu dan usaha versus 
penyelesaian dalam kuantitas maupun 
kualitas  
e. Apakah saya telah menggunakan 
sumber daya yang, jika telah digunakan 
secara efisien dan efektif, akan 
memenuhi kebutuhan dari konstituen 
dalm pengertian secara kuantitas 
maupun kualitas 
 
7. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang 
menjamin bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dapat 
dipertanggung jawabkan secara terbuka 
oleh pelaku kepada pihak-pihak yang 
terkena dampak penerapan kebijakan. 
 
8. Bagaimanapun, Akuntabilitas, adalah 
hubungan dua arah antara pelayanan 
publik dan masyarakat luas. Sementara 
ada yang konstitusionalkewajiban pejabat 
publik untuk memberikan publik yang 
akuntabel layanan tanggung jawab ada di 
masyarakat untuk memastikan agar 
petugas tetap tinggal harapan ini Standar 
efisiensi dan pelayanan publik pengiriman 
hanya bisa setinggi harapan yang 
disuarakan oleh sipil kelompok 
kepentingan masyarakat.Meminta 
pertanggungjawaban pejabat publik atas 
pemberian layanan agar masyarakat 
mendapat informasi yang memadai 
tentang tingkat pelayanannya bahwa 
mereka berhak mengetahui kinerja 
masing - masing departemen dan pejabat 
di lingkungan pelayanan publik. 
 
9. Kapasitas dan kualitas yang memadai 
untuk mengemban fungsi profesi secara 
konsisten, efisien dan efektif, responsif, 
jujur, serta bertanggung jawab kepada 
publik. 
pengaduan 
masyarakat 
 
sistem informasi 
manajemen dan 
monitoring hasil 
- demokratisasi 
- keuangan 
daerah 
  
Penanganan 
pengaduan 
- kotak pos 
pengaduan 
- berita-berita di 
media massa 
- pengaduan 
melalui ornop 
(LSM) 
- hasil studi & 
penelitian 
- monitoring 
independen 
 
penetapan kriteria 
untuk mengukur 
performa aparat 
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LAMPIRAN 4 
TRANSKRIP WAWANCARA 
WAWANCARA 1 
NAMA    : SYAMSUDDIN LAGIMPE 
JABATAN   : KEPALA DESA UEKULI  
WAKTU WAWANCARA : 20 FEBRUARI 2017 
LAMA WAWANCARA : 19 MENIT 53 DETIK 
NO HASIL WAWANCARA KETERANGAN 
PERENCANAAN 
1 A : Assalamu alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh, hari ini, saya Fadhil Azhar 
mau mewawancarai kepala Desa Uekuli 
Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo una-una 
terkait pengelolaan dana desa, mungkin 
kurang tahu nama bapak siapa 
B : Pak Syamsuddin Lagimpe 
 
 
2 A : pertanyaan pertama pak, dari kapan dana 
desa   untuk desa uekuli, tahun berapa 
mulai? 
B : kalau saya, saya kepala desa baru, saya 
menjabat baru 10 bulan, dari awalnya saya 
guru, guru SD, jadi kemarin itu saya 
mencalonkan, sebenarnya saya kemarin 
itu hanya turut meraaikan pesta demokrasi, 
akhirnya terpilih, akhirnya sementara 
waktu saya cuti, menjabat sebagai kepala 
desa, jadi jabatan kepal desa ini ada 
perubahan, kalau dulu kan 5 tahun, 
sekarang 6 tahun, jadi saya dilantik tanggal 
16 april 2016. Jadi dana desa pertama cair 
itu, karena kepala desa baru toh, dana 
desa itu cair bulan Mei 2016 
Pencairan Dana Desa 
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3 A : oh iya, kalau saya liat di undang-
undangnya juga, di undang-undang nomor 
6 tahun 2014 memang pencairannya dia 
harusnya seluruh desa bulan mei. 
A :bagaimana terkait keputusan-keputusan 
yang dibuat? Maksudnya, ada untuk warga 
tidak, warga bisa lihat itu keputusan atau 
tidak? 
B :itu semua aset yang ada di desa dengan 
adanya saya kepala desa baru ini 
sistemnya terbuka, semua masyarakat tau, 
jumlah dana sekian, dan arah-arahnya, 
jelas, masyarakat tidak ada yag 
dirahasiakan, makanya aman, kalau dari 
awal-awal kan tidak seperti itu 
 
Akses publik pada 
informasi 
4 A : kan memang kalau untuk dana desa baru, 
baru dia. 
B :karena kemarin itu waktu setelah selesai 
ada penerimaan pertama dana, dana awal 
itu, saya langsung sampaikan di masjid, 
dana turun sekian, semua pos-pos, tidak 
ada kendala 
 
Transparansi Dana Desa 
5 A : tapi kalau rincian dananya ada itu pak? 
B : rincian dananya ada sama bendahara 
Rincian Dana Desa 
6 A : berarti kalau lengkap, terenuhi semua itu 
prinsip administrasinya, catatan semua, 
B : semua arah-arahnya, dari fisiknya semua 
lengkap 
Kelengkapan 
administrasi 
7 A : kalau pembuatan kebijakan, untuk kalau 
dana desa ini, kan ada visi misi desa, 
menuut bapak bagaimana kesesuaian itu 
keputusan dengan visi misi desa 
B : kalau visi misi desa itu, sesuai dengan apa 
di dalam visi misi desa itu semua saya 
laksanakan, tidak ada yang tidak 
dilaksanakan, karena itu keinginannya 
masyarakat. 
Kesesuaian keputusan 
dengan dengan visi misi 
8 A : kalau dibandingkan dengan visi misi 
sebelum bapak, banyak perbedaan atau 
tidak? 
B : banyak perbedaan pak, ya terutama kalau 
sebelum saya, masyarakat itu banyak 
Transparansi Dana Desa 
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bertanya-tanya di luar, yang mereka 
pertanyakan itu, berapa jumlah dana desa, 
masyarakat tidak tahu, kalau skarang 
semua masyarakat tahu, fisik saja 
dibangun saya buka MCK umum, pos, 
semua terbuka dananya sekian, lapangan 
volly, rabat beton, riol keliling lapangan, 
memang terbuka dana, jumlah dana yang 
terpakai umpamanya di rabat beton itu 44 
juta, di riol itu 166 juta, semua masyarakat 
tau, puas, tidak ada kendala 2016 ini 
9 A : jadi, 2016 dia lancar lancar? 
B : iya, lancar 
 
10 A : kira-kira kalau bapak buat keputusan, ada 
kira-kira sanksi kalau tidak terpenuhi itu? 
B : kalau saya membuat keputusan itu, saya 
biasa rembuk bersama, jadi semua 
masyarakat diundang, adakan pertemuan 
desa, semua perjabat yang ada di dalam, 
saya tidak memutuskan sendiri persoalan, 
karena saya tidak mau menanggung 
resiko, kalau ada kendala, kendala 
bersama 
Mekanisme penerapan 
sanksi 
11 A : karena sama-sama yang rapatkan, 
B : iya, karena keputusan bersama,  
 
12 A : apa-apa prioritasnya ini kalau dana desa 
dipake? 
B : kalau dana desa itu, prioritasnya yang 
pertama itu, semua honor-honor, dari 
pejabat, semua pejabat itu, yang macam, 
pegawai sara, hansip, ibu pkk, posyandu, 
semuanya, dari dana desa semua 
Priorotas penggunaan 
Dana Desa 
13 A : kan dana desa memang diperuntukan ada 
yang untuk honor dan ada yang untuk 
pembangunan 
B : sebenarnya juga pembangunan itu dari 
APBN, Cuma sebagian kecil dari APBN, 
sebagian besarnya dari dana desa 
Priorotas penggunaan 
Dana Desa 
14 A : kalau informasinya bagaimana 
disebarkan? Ada koran kah atau? 
B : biasanya, ada yang disampaikan secara 
lisan 
Sosialisasi kebijakan 
15 A : kalau tulisan dia dari mana? Sosialisasi kebijakan 
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B : lewat surat menyurat, biasa informasi ada 
yang disampaikan di masjid, ada  keliling 
kampung, biasanya kan ada yang tidak ke 
masjid, jadi, mereka tidak tahu, jadi, 
setelah itu, hari sabtu ada lagi yang 
sampaikan, keliling  desa keliling kampung 
masyarakat 
16 A :berarti ini, saya bisa ambil kesimpulan 
masyarakat gampang ambil informasi dari 
desa 
B :gampang, jadi untuk saya ini, insya Allah 
seterusnya tidak ada kendala, karena 
kalau ada permasalahan-permasalahan 
juga, saya selalu konsultasi dengan 
pimpinan saya di kabupaten, apa kendala 
apa keinginannya masyarakat, saya 
sampaikan di kabupaten 
Ketersediaan informasi 
17 A : karena kalau dana desa kan dari rekening 
negara ke kabupaten baru ke desa, jadi 
langsung kabupaten. Kalau sekdesnya ada 
ini? 
B : ada 
 
18 A : sebentar saya ke sekdes habis dari bapak, 
ada rancangan peraturan desa yang 
sekdes bikin, yang sudah dikasih ke 
bapak? 
B : ada sama sekdes, semua rancangan-
rancangan itu dibuat bersama 
Ketersediaan rancangan 
peraturan desa 
19 A : baru, kalau BPD bagaimana? 
B : kalau BPD itu, kurang informasisama 
kepala desa, Cuma dorang setiap saat ada 
pertemuan seperti itu 
 
20 A : tapi selalu ada juga kalau BPD 
B : iya 
 
21 A : kalau rencana peraturan desa biasa kapan 
disepakati dia 
B : itu rancangan paraturan desa, kami hanya 
menunggu perbup dari kabupaten 
Kertersediaan rencana 
peraturan desa 
22 A : biasa bulan apa? Yang tahun lalu bulan 
apa dia?  
B : kalau bulan lalu itu, sebelum pembuatan 
RKPdes, maksudnya rencana 
pembangunan desa, sebelum kami buat 
rencana pembangunan desa kitorang 
Pembuatan rancangan 
peraturan desa 
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tunggu dulu perbupnya, peraturan bupati 
daerah, baru kitorang sesuaikan dengan 
apa keinginan masyarakat 
23 A : dia, bulan apa dia? 
B : lalu ini, perbup ini 2 kali turun karena 2 kali 
perubahan dari kabupaten, dengan adanya 
pergantian pejabat di kabupaten, banyak 
yang dinon job, banyak yang diganti, 
akhirnya begitu depe keadaan, karena 
adanya bupati baru, jadi berubah juga 
aturan 
Pembuatan rancangan 
peraturan desa 
24 A : setengah mati juga kalau ada perubahan, 
kan tadi itu tentang perencanaannya, 
bagaimana keputusan dibuat, 
B :jadi perencanaanya itu, biasa kami susun 
bersama dengan masyarakat kemudian 
kami masukkan ke kecamatan, adakan 
musrembang, musyawarah rencana 
pembangunan desa, musyawarah itu 
diadakan dengan pemerintah kecamatan 
dangan pemerintah kabupaten. 
 
25 A :itu kalau musrembang kapan 
dilaksanakan? 
B :biasa, ini, somo dekat-dekat pencairan, 
diadakan musrembang dulu 
Pelaksanaan 
musrembang 
26 A : musrembang kemarin ada absennya? 
B : kalau absennya itu bukan kami yang 
pegang, ada di kecamatan 
 
27 A : kira-kira bisa saya minta di sana? 
B : di kantor camat ada itu 
 
PELAKSANAAN 
1 A : kalau pengeluaran-pengeluaran desan ini 
penerimaan apa semua, ada buktinya, 
bukti sah? 
B : maksudnya pengeluaran apanya? 
Bukti pengelaran yang 
sah 
2 A : pengeluaran pemelian aset apa semua 
segala macam? 
B : ada semua kuitansi, semua lengkap, 
macam pembelian semen, pokoknya 
kebutuhan desa itu semua karena itu 
dipertanggungjawabkan di LPJ, laporan 
pertanggungjawaban dana, rencana ini, 
tadi ini kitorang mau berangkat Cuma saya 
Bukti pengelaran yang 
sah 
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ada kendala sakit gigi, tertunda, mau bawa 
itu LPJ itu 2016 punya, diatar kekabupaten, 
karena mungkin bulan 3 akan cair lagi, 
dana untuk 2017, pembangunan fisik, 
dengan semua alat-alat yang ada di dalam 
sini, dalam kantor 
3 A : kalau pembangunan fisik kan penggunaan 
prioritas dana desa ada kaya 
pembangunan posyandu, paud, itu sudah 
dipake semua kalu untuk posyandu sama 
paud? 
B : ya, 2017 ini, karena saya kan kepala desa 
baru kan, jadi untuk 2017 ini permintaan 
dari desa itu, bangun posyandu, dengan 
sekolah MDA sekolah sore 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
4 A :jadi nanti 2017 itu untuk posyandu baru 
diadakan? 
B : iya 
 
5 A :kalau untuk sarana dan prasarana 
bagaimana, kaya jalan? 
B :kalau sarana dan prasarana itu tidak ada 
dianggarkan di dana desa, yang ada itu 
biasa cuman lorong-lorong kecil, kalau 
jalan yang besar ini negara 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
6 A : aspal baru ini, saya kira desa yang 
tanggung. 
B : tidak, banyak, ini saya dengar ada 4 triliun, 
dana desa Cuma 1 milyar 400 juta, tidak 
cukup 1 triliun, cuman syukur alhamdulillah 
sekarang ini sudah menguat dana desa, 
kalau dulu masih minim sekali, sedikit 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
7 A : kalau dulu kan hanya alokasi dana desa, 
sekarang kan, Dana Desa yang langsung 
dari APBN memang, kalau di tempat KKN 
ku dulu dia juga bilang permintaan banyak 
di jalan sebenarnya, tapi kalau dana desa 
tidak terlalu mencukupi karena, terlalu 
besar dananya. Kalau kaya pengelolaan 
lingkungan pak? 
B : kalau lingkungan di sini saya perhatikan ini 
biasaya masyarakat itu macam pagar-
pagarnya yang tidak bisa melaksanaan 
perbaikan, desa yang tangani, kemudian 
cet juga dari desa 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
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8 A : kalau kaya pengelolaan sampah di siniada 
diatur dia? 
B : pengelolaan sampah di sini, sudah diatur 
juga, sudah ada dibuatkan tempat-tempat 
pembuangan sampah 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
9 A : pembuangan akhirnya di mana dia ini? 
B : dia masih dibuang di lokasi-lokasi yang 
memang khusus ditentukan oleh 
pemerintah kecamatan yang tidak 
mengganggu dengan ketentraman 
masyarakat 
 
10 A : tapi memang sudah diatur itu? 
B : sudah 
 
11 A : kalau hutan desa ada di sini? Tiada? 
B kalau hutan desa itu aturannya memang 
ada, alau di sini, saya juga belum terlalu 
paham, cuman yang ada itu, tanah desa, 
yang ada surat-suratnya, berarti miliknya 
desa, kbun-kebun desa, sawah desa, 
memang kelemarin-kelemarin itu, kebun 
desa itu, jadi lahan tidur, sawah desa juga 
jadi lahan tidur, kemarin baru saya 
menjabat ini baru saya olah 
 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
PERTANGGUNGJAWABAN 
1 A : yang terkhir ini tentang pelaporannya, kan 
kepala desa harus menyampakan realisasi 
pelaksanaan semester pertama sama 
semester terkhir, sama bupati atau walikota 
B : itu masalah pelaporan, kami buat melalui 
LPJ tadi, untuk pertanggungjawaban sudah 
lengkap semuanya di situ, diutarakan semua 
sudah lengkap dengankuitansi-kuitansi, toko, 
tanda tangan, cap,  bersama materai, semua 
lengkap 
Pelaporan realisasi 
pelaksanaan APBDes 
2 A : itu yang LPJ tahun lalu semester pertama 
kapan dikasih? 
B : kalau LPJ tahap 1 berarti 2016, 6 bulan 
berjalanmaksudnya 6 bulan lewat 
Waktu pelaporan 
realisasi pelaksanaan 
APBDes 
3 A : maksudnya 6 bulan yang dulu atau dari 
bapak ini, 
B : iya, dari saya, pokoknya berlanjut 6 bulan 
berikutnya sampai terkhir, Cuma, yang 2016 
yang berakhir ini tahap 2 nya, itu yang ingin 
Waktu pelaporan 
realisasi pelaksanaan 
APBDes 
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kami kasih masuk kedepannya, itu biar 
melewati dari tahun, tidak ada masalah, 
jangan yang semester 1, tidak boleh,pernah 
saya cek-cek juga di desa-desa itu, barusan 
desa uekuli yang sudah selesai semua fisik, 
berakhir 2016, kalau macam desa-desa 
lain,belum,  sementara pembangunan, 
makanya sampai terlambat dorang punya lpj. 
Tidak mungkin direkayasa kan 
4 A : harus ada laporan lengkap semua, 
dokumentasi, kalau fisik di sini apa semua? 
B : kalau fisik di sini ini, dari tahap  1 itu, MCK 
umum 2, rabat beton dengan ukuran 150 
meter, lapangan volly, dengan pos jaga 
Penggunaan Dana Desa 
untuk pembangunan fisik 
5 A : kalau pos jaga itu di mana dia? 
B : di ujung sana, ada mangga-mangga ada 
pos itu yang baru 
 
6 A : itu dari dana desa itu? 
B : iya, untuk tahap 2 dia hanya riol keliling 
lapangandengan ukuran 440 meter 
 
7 A : kira-kira kalau masyarakat minta dokumen 
formal itu bisa atau tidak? 
B : bisa 
Ketersediaan informasi 
8 A : apa-apa syaratnya kalau meminta? 
B : biasanya kitorang adakan pertemuan, 
kalau ada permintaan masyarakat di situ kami 
jelaskan 
A : oh iya, ok, mungkin itu saja tadi kan sudah 
perencanaan, pelaksanaan, sama 
pelaporannya itu saja utamanya.  
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WAWANCARA 2 
NAMA    : M.RUSLAN Hi.RANGI 
JABATAN   : SEKERTARIS DESA UEKULI  
WAKTU WAWANCARA : 20 FEBRUARI 2017 
LAMA WAWANCARA : 38 MENIT 40 DETIK 
NO HASIL WAWANCARA KETERANGAN 
PERENCANAAN 
1 A : Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh 
B : Waalaikum salam warahmatullahi 
wabarakatuh 
 
2 A : saya sudah bersama pak sekertaris desa 
Uekuli kecamatan Tojo, nama lengkap 
bapak? 
B : Muhammad Ruslan 
 
3 A : saya langsung saja pak, kan rencana 
penelitian ini terkait pengelolaan dana desa, 
sudah sama BPD sudah sama kepala desa, 
yang pertama mungkin saya tanyakan ke 
bapak tentang administrasi ini, administrasi 
pengelolaan dana desa, sudah lengkap yang 
2016 kemarin? 
B : ya 2016 kita sudah lewati kita sudah selesai 
Kelengkapan 
administrasi 
4 A : kan sudah 2 bulan ini, bagaimana prinsip-
prinsip administrasi terpenuhi semua 
kemarinatau ada kendala-kendala 
B : secara signifikan tidak terlalu bagaimana 
cuman proses-prosesnya, karena saya terus 
terang juga baru, 2016kemarin itu menjadi 
sekdes pada bulan juli, jadi tahapan-tahapan 
proses itu kita sudah lewati, dibantu dengan 
pendamping-pendamping desa juga, tapi 
untuk kendala di 2016 kita cuman kendala 
dari segi pendanaan saja, baik dari dana 
desa maupun APBN, agak terlambat 
Kelengkapan 
administrasi 
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kemarin, makanya proses pembangunan 
fisiknya itu harus dipercepat sampai bulan 
desember, makanya itu kemarin tahap 1 dan 
tahap 2 nya agak molor, karena 
keterlambatan dana 
5 A : apa penyebab utamanya? 
B : ya, penyebab utamanya kemarin mungkin 
beberapa hal, tapi yang paling utama itu 
masa transisi, kemarin kan bupati tojo una-
ina dilantik pada kalau tidak salah nanti 
bulan-bulan april, karena memang kepala 
desanya kita dilantik bulan april, karena 
menunggu bupati yang baru, baru dilantik 
bulan april, karena kemarin pak sekcam 
sebagai PJSnya, ditugaskan sementara 
sebagai kepala desaditugaskan oleh pak 
camat 
Kendala Pengelolaan 
Dana Desa 
6 A : jadi, ini kepala desa sama sekdes masih 
baru ini, 
B : iya, karena kan kepala desa ini baru 2016 
kemarin 
 
7 A : selanjutnya ini, kesesuaian keputusan-
keputusan yang diambil dengan visi-misi 
selam 2016 kemarin, bagaimana 
kesesuaian dengan visi misi 
B : visi misinya itu yang pertama transparansi, 
jadi transparansi kita buktikan dengan cara 
setiap rapat-rapat dana kita keluarkan, kita 
laporkan, anggarannya, silpanya, sisa 
anggarannya, dan kita lihat juga, kita rapat 
dengan BPD, dan perhatian masyarakat 
apa-apa yang sudah dibangun, kita laporkan 
dan kita buatkan juga laporan 
penyelenggaraannya dengan BPD bahwa 
sahnya ini segala aitem-aitem 2016 yang 
dibangun 
Kesesuaian keputusan 
dengan visi misi 
8 A : jadi lengkap semua administrasinya,  
B : administrasi, pemangunan fisik dan tepat 
waktu 
 
9 A : bagaiman ini dampakya keterlambatan yang 
2016? 
B : memang keterlambatan itu, karena pertama, 
tentang masalah honor juga terlambat, 
karena kemarin dari januari, februari, maret, 
Dampak kendala Dana 
Desa 
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april, mei, berarti baru 5 bulan terbayarkan di 
bulan mei, di bulan mei baru terbayar, itu 
salah satunya, jadi mengganggu kinerjanya 
perangkat desa, termasuk pelayanannya, 
sebenarnya  memang pelayanan tetap jalan 
Cuma biar bagaimana kan namanya kita 
manusia biasa juga butuh namanya 
penghasilan dalam pekerjaan, tapi 
alhamdulillah teratasi 
10 A :untuk mekanisme berjalannya ini 
pemerintahan, khususnya alokasi dana desa 
pak? Kira-kira ada mekanisme sanksi yang 
diterapkan apabila tidak terpenuhi kemarin? 
B : ya, kemarin kita buatkan kalau dalam 
pekerjaan kita buatkan SKP, eh SPK surat 
perjanjian kerja, bila tidak memnuhi 
persyaratan, maka tukan yang dibebankan 
untuk perkerjaan ini, seperti pengerjaan riol 
kemarin, apabila lewat dari perjanjian kerja 
maka ditanggung oleh tukangnya itu, jadi 
ada surat perjanjian kerjanya, atinya itu 
mengikat antara pemerintah desa dengan 
pekerjanya juga, ada kesepakatan, namun 
tidak ditenderkan, tapi dijalankan sesuai 
aturan hariannya tinggal Cuma 
mekanismenya kita jalani prosedur, kenapa 
kita ambil surat perjanjian kerja, supaya 
antara pihak desa dan pihak juga 
perkerjanya ada kekuatan hukum, jadi tidak 
ada yang tidak enak atau ada apa-apa 
dibelakang, sesuai perjanjian kerjanya. 
Kemudian yang kedua jugakita juga kemarin 
memang kalau kendala-kendala di lapangan 
biasanya berbenturan dengan masyarakat 
namun tidak terlalu, karena masyarakat 
biasanya, karena persoalan-persoalan di 
luar saja, biasanya dananya ke mana? 
Dipakai di mana? Ada desas desus, 
pokoknya masyarakat seperti itu di setiap 
desa, tapi akhirnya alhamdulillah setelah kita 
sampaikan seperti ini dan kita lihat 
laporannya kita lihat hasilnya terbuk ti 
memang dananya dibuat, terbukti dari fisik-
fisik yang dibuat ada, kemudian honor-honor 
dibayar, kan di sini kalau untuk honor itu 
Mekanisme penerapan 
sanksi 
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diADDkan semua kaya pegawai sara, kaur, 
hansip, terus hono-honor MDA juga 
ditanggung oleh ADD dana desa 
11 A : jadi mereka itu masuk semua dalam 
perangkat desa? 
B : tidak, kalau perangkat desa, khusus 3 kaur, 
3 kasi, ditambah kepala desa dan sekdes, 
bangun kemitraan dengan BPD sebagai 
pengawas, monitoring pekerjaan pemerintah 
desa dan LPM lembaga pemberdayaan 
masyarakat, cuman partisipasinya cuman 
partisipasi ini juga, tetap kita jalankan 
mengingat 2017 ini semakin erat, paraturan 
kemarin dari pemda touna bahwa sahnya 
kepala dusun sudah masuk di perangkat 
desa dan kemudian juga BPD itu harus, 
BPD, LPM, PKK dan lain sebagainya harus 
membuat laporan perbulan, tidak akan 
dibayarkan honor perbulan kalau laporan 
dari setiap instansi seperti PKK, BPD, 
karena biasanya juga yang terjadi kemarin-
kemarin yang kita antisipasi biasanya datang 
cuman datang ketika honor dibayarkan tidak 
ada laporan pekerjaan, tapi alhamdulllah 
setelah kita tindak lanjuti ke kabupaten, 
memberikan keluh kesah, berikan 
penyampaian-penyempaian supaya juga 
ada tindak lanjut dari pemda touna 
alhamdulillah dijawab, diturunkan surat dari 
pmd, kepala pemberdayaan masyarakat, 
pemerintah desa musti punya, dibuatlah 
aturan seperti itu, akhirnya kita juga supaya 
bekerja ini maksimal, kita juga tidak datang 
di sini hanya sekedar apa menggugurkan 
kewajiban 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
12 A : kan kita sebagai lembaga formal, sebagi 
pemerintah, jadi setidaknya ada lapora-
laporan bentuk formal juga. 
B : jadi supaya kita juga benar-benar ada 
kegiatan 
 
13 A : jadi masyarakat tidak curiga juga, ada 
laporannya semua. Kalau penyebarluasan 
informasi sama masyarakat ini bagaimana? 
Ada yang media-media, apa yang kira-kira 
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ada ini? Ada web site nya mungkin dibikin 
untuk desa sendiri? 
B : sementara belum ada 
14 A : atau media massa mungkin? 
B : kalau untuk pers ada kita kemarin untuk 
bekerja sama dengan pers Touna, cuman 
beliau berlangganan istilahnya, bapak 
damakita di Banano, beliau itu persnya, pers 
Touna, koran-koran untuk kita 
Sosialisasi kebijakan 
15 A : jadi, memang ada kerja sama dengan pers? 
B : ada, Touna Pos. Lanjut dadipada itu kami 
juga membangun kemitraan dengan desa-
desa lain, karena kita sudah buat ini asosiasi 
kepala desa Kecamatan Tojo, artinya 
kenapa dibangun seperti itu atas dasar 
supaya apabila kepala desa ini supaya 
punya patokan hukum juga karena biasanya 
kepala desa ini karena mungkin laporan-
laporan masyarakat ini, terjadi pada kemarin 
2015-2016 awal kemarin kita dilaporkan 
kePMD dilaporkan ke Ampana karena yng 
dilaporkan ini, yang namanya masyarakat ini 
tidak komunikasi dengan kita, terlalu besar 
kecurigaan, akhirnya kita konfirmasi dan 
ternyata permasalahan itu tidak benar, 
contoh BUMDES ternyata akhir bulan baru 
BUMDESnya cair isu-isu seperti itu yang 
berkembang, katanya uang BUMdes sudah 
dipake desa, kan tidak, dan kita juga baru 
bentuk perdesnya bru bentuk juga 
pengurusnya 
Sosialisasi kebijakan 
16 A : tadi kalau BPD dia bilang sekitar 2 bulan ini 
masih digarap ini untuk BUMdes 
B : ya itulah, Cuma dananya sudah ada kemarin 
 
17 A : tapi untuk BUMdesnya ini memang belum 
jadi?  
B : iya, pengurusnya sudah ada terus 
perdesnya sudah ada, 2 hari yang lalu kita 
masukkan ke kecamatan 
 
18 A : pak sekdes ini sudah ada rancangan 
peraturan desa yang dibikin? 
B : rancangan peraturan tentang? 
Ketersediaan 
rancangan peraturan 
desa 
19 A : tentang APBDes Pembuatan rancangan 
peraturan desa 
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B : tentang APBDes sementara berjalan, kita 
simpulkan dengan RKP, penjabaran untuk 
APBDesnya, tadi juga kita pertemuan di 
kantor camat, makanya saya terlambat 
datang kebetulan di kantor camat semua 
sekdes-sekdes diundang untuk 
memusyawarahkan apabila ada kendala-
kendala tentang penyusunan RKP karena 
tiap tahun ini aturan-aturan berubah, perbup 
biasa berubah, permennya juga biasaya ada 
yang terbaru makanya kita juga biasa sudah 
susun dirubah lagi, kalau kemarin kita masih 
bagus ada pendampingan cuman skarang 
ini kasian teman-teman di pendamping desa 
belum ada surat tugasnya, makanya sampai 
sekarang ini belum ada yang mendampingi 
desa-desa, itu kemarin di musrembang 
kecamatan dihadiri oleh semua SKPD dari 
tojo una-una kita sampaikan bahwa sahnya 
bagaimana dengan pendamping desa, nah 
mungkin rencana maret ini, karena kita juga 
dibutuhkan harus ada pendamping lokal 
desa dan pendamping desa Cuma karena itu 
kita tidak tahu di provinsi seperti apa kendala 
kenapa belum surat tugasnya itu 
20 A : dia dari provinsi memang? Pendamping 
desa? 
B : karena kemarin ada pertemuan di Palu, 
setelah pertemuan kembali belum 
mendapatkan surat tugas sampai hari ini, 
tapi ada, ini baru opini, dengar-dengar 
kemarin di musrembang rencana maret 
 
21 A : kalau untuk yang tahun lalu dia rencana 
paraturan desanya? Bulan apa dia jadi? 
B : Kemrin sekitar bulan-bulan februari 
 
PELAKSANAAN 
1 A : bagaimana pelaksanaan ini alokasi dana 
desa, pake rekening kas desa atau 
bagaimana? 
B : iya tetap melalui rekening kas desa, cuman 
dicairkan melalui bank sulteng, bank BPD  
 
2 A : semua pengeluaran kas itu yang dikeluarkan 
sama desa ada semua bukti-bukti sahnya? 
Bukti pengeluaran yang 
sah 
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B : bukti-bukti berupa kuitansi, bukti penyetoran, 
ada semua di bendahara 
3 A : untuk prioritas penggunaan anggaran dana 
desa ini bagaimana prioritasnya? Kaya 
posyandu, paud apa semua? 
B : posyandu itu tetap kita alokasikan, memang 
posyandu itu juga kader-kadernya dapat 
honor dari  ADD honor posyandu 
Prioritas penggunaan 
dana desa 
4 A : tapi sesuai juga tadi? Harus buat laporan 
juga dia atau bagaimana? 
B : iya kalau kader posyandu diatiap bulan ada 
kegiatan di kantor desa, karena memang 
desa uekuli belum ada bangunan tersendiri 
untuk posyandu dia masih mengikat dengan 
kantor desa uekuli, jadi kegiatannya di balai 
desa, posyandu, jadi tetap terkontrol dari 
pemerintah desa itu sendiri karena bertepat 
d kantor desa. Kalau dokumentasi-
dokumentasi kita juga ada, makanya di 
kalender kita yang 2017 ini kita masikkan 
dokumentasinya itu pelaksanaan posyandu 
 
5 A : kaya kalau paud ini bagaimana dia? 
B : paud ini, itu kita sudah anggarkan di 2017 , 
jadi kita mau bangun 2017, kemarin saya 
bicara dengan pak camat sama ibu camat 
selaku dari pihak darma wanita kita meminta 
izin lokasi, karena kalau kita mau ambil 
lokasi yang lain jauh skali, tidak ada lagi 
lokasi lagi, kebetulan paud ini melekat 
dengan darma wanita, TK,makanya kita 
bicara dengan kepaa sekolah Tknya, kalau 
memang pak camat sudah acc, kami ini 
bawahan tinggal menerima, alhamdulillah 
ketemuan dengan pak camat saya, pak 
camat bilang memang kita harus ini karena 
memang desa uekuli kasiang ibu kota 
kecamatan belum memiliki paud, makanya 
rencana kita mau buat berita acaranya, 
supaya kuat, ada hukumnya, ada pegangan 
kita, kita akan bangun iin sesuai dengan 
RKP kemarin, bangun pagar tembok sama 
bangunan paud, memang musyawarah desa 
kemarin, memang itu salah satu yang 
prioritas karena sudah diangkat kemarin, 
cuman kasiang tidak terakomodir, saya tidak 
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tau kendala apa kemarin, alhamdulillah saya 
terima itu musyawarah desa kemarin, saya 
angkat sebagai prioritas, karena itu 
kebutuhan juga, paud biar bagaimanapun, 
barometernya suatu desa itu harus adakan 
paudnya. 
 
6 A :selanjutnya itu kalau prioritas anggaran untuk 
sarana dan prasarana bagaimana? Kaya 
pemeliharaan jalan 
B : iya, itu dimasukkan di dana desa, APBN iya 
Perioritas Penggunaan 
Dana Desa 
7 A : tapi tadi kepala desa bilang untuk jalan ini 
sekarang dia langsung PU, 
B : kalau jalan yang sapal ini memang dari dinas 
provinsi 
 
8 A : kalau desa yang mana dia tanggung? 
B : kalau desa ini kaya rabat beton, jalan kantor 
produksi, itu mempermudah akses supaya  
petani bisa memakai untuk distribusi, itu 
salah satu, pokoknya jalan kantor produksi 
ke kebun, ke sawah, dan juga riol irigasi, 
supaya pemangairan yang masuk ke sawah 
itu bagus, supaya juga lahan pertanian, itu 
sementara kemarin di musrembang kita 
bicarakan, akhirnya tanggapan dari SKPD 
ada berapa riol yang beberapa ratus meter 
itu rencananya akan diperbaiki akhirnya 
kemarin kita sudah foto-foto dengan kepala 
desa kita kirim langsung ke kabupaten, itu 
akan ditalangi sudah bicara kemarin dengan 
kadisnya, akan ditalangi insya Allah tahun ini 
juga 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
9 A : selanjutnya itu, prioritas pembangunan 
potensi ekonomi, BUMDes, tadi sudah ya, 
pembangunan desa wisata, atau ternak 
kolektif ada? 
B : kalau sementara ini, kita belum ada 
peternakan kolektif atau wisata karena kita 
juga belum mewadahi, karena persoalan 
ternak ini memang persoalan umum, tapi 
alhamdulillah kalau desa uekuli, desa-desa 
yang lain saya liat masih banyak ini, camat 
juga kemarin sempat bicara dengan saya, 
memang ternak ini menjadi permasalahan 
utama, cuman di uekuli, alhamdulillah sudah 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
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tidak ada, nah yang jadi masalah lagi ini 
tinggal kembali pada perilaku dan kesadaran 
masyarakat, pemilik ternaknya, ini yang juga 
jadi apa, kendala biasaya kita, ini yang 
selalu, akhirnya terambil juga dari POLPP 
tahun ini juga kemarin, awal tahun diberikan 
bantuan oleh bupati sebagai mobil dinas, itu 
kemarin alhamduillah setelah POLPP desa 
Uekuli dan desa-desa lainnya berjalan siang 
malam, ketertiban hewan ternak, sesuai 
perda tojo una-una kan, karena itu menjadi 
masalah daerah 
10 A : kalau untuk pasar atau kios desa ada? 
B : pasar desa tidak ada, Cuma lokasinya ada, 
pasarnya yang tidak ada, lokasinya depan 
pesantren, itu yang saya juga, akses 
pemanfaatannya saya juga kurang jelas 
kenapa dibangun dulu, karena kami belum 
ada pada saat itu, ya kenapa tidak 
digunakan dan kenapa harus dibangun, kita 
tidak tahu, sebenarnya itu boleh dikatan 
mubazir juga, karena tidak dimanfaatkan 
sampai sekarang, kita juga sementara 
berkoordinasi dengan pemerintah 
kecamatan bagaimana untuk selanjutnya 
lokasi tersebut, mau diapakan, karena 
sekarang di sana tidak terpakai 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
11 A : selanjutnya itu prioritas penggunaan dana 
desa untuk pemanfaatan sumber daya 
alam? Bagaimana kalau, yang tambang 
tidak ada sudah? 
B : nah itu, kita juga pertemuanbulan kemarin 
dengan sumberdaya alam kemudian kita 
juga sosialisasi dengan kabag SDA nah itu 
dipertanyakan, bagaimana dengan 
perusahaan ini?, karena sudah ada 2 juga 
perusahaan malapor TRI NUSA sama PT 
INA akan berencana datang ke kami, akan 
buka kembali, ya cuman dilihat lagi 
kondisinya seperti apa, cuman kita juga 
pertanyakan, bagaimana dengan persoalan 
pajaknya? Ini jadi persoalan utama juga kita, 
karena selama ini pajak PT INA TRI NUSA 
ditalangi oleh desa, bahkan kita sendiri yang 
membayar ini pajaknya, akhirnya kita temuai 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
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kemarin bagian-bagian yang dipercayakan, 
kebetulan datang orang kepercayaan dari 
PT INA dan TRI NUSA nanti mereka 
sampaikan pada bosnya langsung, jadi 
untuk sampai sekarang ini kita juga belum 
mendapatkan informasi selanjutnya tentang 
pajak dan bagaimana hasilnya itu, kita sudah 
sampaikan kemarin ke sumber daya alam 
tolong ditanyakan karena memang ini 
porsinya untuk kabupaten, ada perundingan, 
tidak ada lagi kehutanan, pertambangan 
tidak ada juga di kabupaten semua ditarik 
kewenangannya ke provinsi, makanya ini, 
jadi bagaimana dengan material yang sudah 
ada? Nah dengan lokasi pertambangan 
kemarin yang masih ada, itu kemarin kan 
perjanjiannya harus di apa, bagaimana 
diolah kembali, penghijauan kembali, tapi 
nyatanya setelah ditinggalkan, tidak ada, 
tapi katanya janjinya mau masuk lagi, kalau 
memang masuk lagi, kita kan perbup ada, 
kita akan berkomitmen, pak kades sudah 
bicara dengan camat, nah komitmen ke 
depan kalau memang ada lagi perusahaan 
maka itu harus di pemerintah yang tangani 
karena kemarin memang terus terang 
pertambangan itu, tambang di uekuli itu ada 
bebrapa orang-orang , tokoh-tokoh, karena 
persoalan apa, siapa yang kuat, 
premanisme istilahnya, dia yang pegang 
bos-bosnya, akhirnya kacau, dan terhentilah 
pekerjaan tambang, kita juga, kenapa terjadi 
kemarin, karena memang pemerintah 
desanya juga, bukan kita salahkan, tapi 
memang pada dasarnya, harus memang 
pemerintah desa yang perkuat ini, kepala 
desa, mereka harus, karena sebagai pemilik 
lahan, pemilik desa,  dia bertanggungjawab 
penuh ke kepala daerah, jadi bukan saya 
salahkan, Cuma mungkin kontrolnya 
yangkurang kuat, jadi mungkin ada 
diskomunikasi antar pemerintah juga 
kecamatan, pemerintah desa dan 
pemerintah kabupaten juga, sampai terjadi 
seperti itu kemarin didemo-demo dan lain 
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sebagainya, masyarakat sampai tidur di 
sana, akhirnya dibayarkanlah tidak sesuai 
dengan keinginan masyarakat, seperti apa, 
dampaklah,kompensasi untuk masyarakat, 
jadi kemarin rencana mereka sudah masuk, 
berapa kali datang bertemu kepala desa, 
kepala desa akan bicara langsung dengan 
pemerintah kecamatan, dan pemerintah 
kecamatan akan berkoordinasi dengan 
pemerintah kabupaten, biar sinkron kembali 
persoalan, karena memang persoalan 
tambang kemarin ini kasian, masih milik, ini 
kita juga bingung, masih milik kembali ke 
desa, atau memang masuk di perusahaan 
12 A :  kalau hutan desa, tidak ada? 
B : kalau hhutan desa ada, cuman belum 
dimanfaatkan, karena kita juga belum 
mendapat apa, maksudnya mendapat 
tanggapan dari pemerintah, pemrintah 
kabupaten khususnya bagaimana asa 
pemanfaatan hutan desa ini, kemarin juga 
ada beberapa warga ini, ini cuman jadi 
polwmik lagi persoalan, di tenda, dorang 
katakan di tenda, itu milik masyarakat 
tayawa, cuman kalau melihat dari secara 
geografis, itu milik uekuli, tapi secara 
yuridisnya kita  belum tau, karena persoalan 
orang tua dulu, akhirnya dibawa ke 
kecamatan kemarin, persoalan tanah ini 
siapa yang memiliki, karena di sana sudah 
banyak yang kaplingan untuk tanam 
cingkeh, dan banyak yang berhasil, contoh 
kajura, kajura itu ada yang punya sampai 
500 pohon, luar biasa cingkeh, karena di 
sana memang daerah dingin, di atas uekuli 
itu, makanya itu jadi sementara sekarang 
dalam proses, yang kemarin naik bapak 
kapolsek, bapak kepala desa, pak camat, 
kepala desa bersangkutan antara uekuli dan 
tayawa, untuk menyelesaikan persoalan ini, 
karena kemarin juga awal berapa tahun 
bersama betauwa cuman sudah selesai, 
kembal lagi uekuli tayawa, masalah batas 
desa, karena memang orang uekuli sudah 
mulai, sudah bangun di sana, akhirnya 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
93 
 
 
 
laporan warga tayawa diklaim lagi oleh 
masyarakat tayawa milik tayawa, semntara 
uekuli juga mengklaim, kemarin pak camat 
sudah naik sudah diselesaikan, saya juga 
dapat berita belum ada titik temu , pak camat 
akan ke pertanahan menyelesaikan 
persoalan, akan bertemu bersama pihak-
pihak yang terkait untuk menyelsaikan 
persoalan 
13 A : kalau persoalan sampah bagaimana? 
B : ini belum ada, kalau memangsampah-
sampah untuk tempat pembuangan sampah 
ada, Cuma pemanfaatannya yang kurang ini 
juga kembali kepada kesadaran 
masyarakat, masih di pantai buang samoah 
sembarangan, biasa di lokasi kuburan 
ditaruh, padahal sudah ada papan dilarang 
buang sampah, masih juga ada, biasa di 
sungai juga, masih ada beberapa 
masyarakat, kembali ke kepedulian 
kesadaran masyarakat, ini pemerintah 
biasanya, pemerintah sudah berikan 
sesuatu, berikan sosialisasi, pemberitahuan, 
baik di mesjid-mesjid, di tempat-tempat 
umum, tapi ini persoalannya ini kembali lagi, 
masyarakat itu sendiri yang biasanya tidak 
mau sadar, tidak mau peduli, akan hal itu. 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
PERTANGGUNGJAWABAN 
1 A : itu tadi untuk pelaksanaan, yang terakhir ini 
terkait pertanggungjawaban atau laporan, 
kan setiap akhir tahun itu, kepala desa buat 
laporan pertanggungjawaban kepada 
bupati, bagaimana itu? 
B : laporan pertanggungjawaban rencana tadi 
ini mau diantar, karena berhalangan hadir, 
saya juga sebenarnya mau berangkat, 
cuman persoalan tadi ada pertemuan di 
kantor camat, maka tertunda, rencana besok 
diantar, kenapa seperti itu, karena kemarin, 
keterlambatan juga perbup, terus juga, yaitu 
lagi kembali ke masalah dana kemarin 
karena pencairannya bahkan hampir 
menyeluruh, bahkan desa tetangga itu 
masih ada yang sampai saat ini pekerjaanya 
Pelaporan realisasi 
pelaksanaan APBDes 
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fisiknya masih, kalau dengan yang lain, 
kalau saya bicara dengan sekdes-sekdes 
yang lain, teman-teman di tongku 
sekdesnya, sampai hari ini belum selesai, 
padahal sudah lewat tahun, kita kalau fisik 
tepat waktu, cuman LPJnya, karena 
persoalan dananya itu juga, kita sudah 
bicarakan dengan pemerintah kecamatan, 
supaya ini disampaikan pak camat 
disampaikan ke ini, kita disuruh percepat, 
kita disuruh usahakan sampai desember, 
cepat selesaikan semua, tapi biasanya 
anggarannya juga, seperti kami ini, januari, 
februari, kita belum ada anggaran, belum 
ada apa, lampu hijau untuk anggaran, kalau 
sampai bulan ke lima, sementara kita harus 
bangun fisik, bangun dan lain sebagainya, 
dan kita harus digenjot percepat, sementara 
dana yang biasanya, jadi bukan biasanya 
kesalahannya bukan dari kita 
2 A : apa-apa isi laporan anunya itu? Apa-apa isi 
laporan pertanggungjawabannya itu 
B : nah laporan pertanggungjawaban ini, 
kebetulan ada di sini kita punya anu, laporan 
pertanggungjawaban, laporan kegiatan, 
laporan belanja pegawai, belanja honor, 
belanja apa, modal, bangunan-bangunan 
fisik, dal lain sebagainya, segala keterkaitan 
dengan masalah RAP, ada dalam RAP, 
RKA, karena memang biasanya ini, ini 
berbenturan biasanya dengan masyarakat, 
keinginannya seperti ini, contoh kemarin 
rabat beton mau dirubah, sementara dalam 
RAP beda, tapi masyarakat punya keinginan 
begini, kita tidak berani, karena biar 
bagaiman jangan jadi temuan dari kita, 
seperti kan keuangan sampaikan, kalau beli 
ember itu betul beli ember plastik, jangan 
beli ember besi, karena itu akan jadi temuan, 
apapun itu memang ada dalam RAP, kita 
danai, kalau tidak ada, kita tidak berani, 
walaupun itu bertentangan dengan 
masyarakat, karena masyarakat ini, pada 
dasarnya dorang tau ada dana, makanya 
dorang kadang, coba bantu kita ini, buat ini 
Kelengkapan laporan 
APBDes 
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buat ini, kita tidak berani, kita lari daripada 
RAP itu daripada juknis, kita tidak berani 
berbuat seperti itu 
3 A : prinsipnya itu kan harus sudah 
dimusyawarahkan memang apa yang mau 
dibikin  
B : padahal itu sudah dimusyawarahkan Cuma 
biasa, khusus desa uekuli partisipasi 
masyarakat yang kurang, kuta undang 70-80 
yang datang Cuma 20-30 
 
4 A : ada absennya itu kalau umpamanya, 
B : iya ada, bahkan itu biasa kita fasilitasi 
pertemuan itu kan kita biasa kasih makan, 
kasih minum, iya biar rapat rapat, baru kita 
adakan malam, siang kan ada pekerjaan, 
selalu malam, tapi biasanya tidak ada yang 
datang, memang sangat mengecewakan, 
sedangkan pak camat itu sendiri juga pak 
camat bilang, biar tinggal bagaimana kita, 
namanya masyarakat ini kalau bicara 
bantuan biasa pagi-pagi sudah datang 
duluan ke pemerintah desa ini, tapi setelah 
kita buat musyawarah desa biasanya kita 
tinggal ikut-ikut kita panggil lagi, bagaimana 
kita punya cara ini, sudah seperti itulah 
masyarakat 
 
5 A : sudah ada keputusan musyawarah tidak 
sesuai dengan keinginannya lagi,  
B : makanya kemarin kita jalankan 
ekspedisinya, terima surat tanda tangan, jadi 
apabila keputusan sudah lahir, sudah ketuk 
palu keputusan, tidak bisa komplain lagi, 
karena kita sudah undang, yang tidak 
hadirberarti sepakat dengan keputusan 
 
6 A : kalau tadi dibilang ada sosialisasi kaya 
keliling kampung, di mesjid mesjid itu, 
sosialisasi apa dia itu?  
B : biasanya kita masalah bakti sosial, seperti 
begini kan, sekarang kan kita lomba desa, 
menyeluruh dari tojo barat, lomba desa itu 
instruksi camat juga, makanya itu seperti 
membersihkan halaman, bunga-bunga, 
apalagi kita menghadapi tuan rumah MTQ 
nanti ini, rencana, saya bicara dengan pihak 
kecamatan kemungkinan september 
Ketersediaan informasi 
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oktober, makanya kita juga genjot di lomba 
desa, supaya halaman ini bisa tertata dan 
terjaga supaya jadi persiapan tuan rumah 
nanti, mungkin akan ada tambahan-
tambahan yang lain-lain, di bulan-bulan 
berikutnya,  memang namanya ibu kota 
kecamatan dengan pekerjaan-pekerjaan itu 
, barometernya kita di kecamatan tojo itu  
desa uekuli, ini juga kita sudah selesaikan 
masalah administrasi, karena lomba desa itu 
tidak serta merta hanya lingkungan karena 
lomba desa itu, administrasi, profil desanya, 
perkembangan dan potensi desa, warga 
negaranya 
7 A : websitenya ada? 
B : nah ini juga rencana torang kemarin ini mau 
pasang wifi cuman belum jadi,  daari pihak 
pesantren, karena wifi ada dari pesantren ini, 
tinggal ini janjinya mau pasang, Cuma belum 
datang, katanya yang mau pasang kemarin, 
baru pesan alat wirelessnya itu 
Ketersediaan informasi 
8 A : bagus kalau dibikin websitenya itu, mudah 
orang liat informasi desa, perkembangan 
desa, 
B : kita mau kasih masuk profil desa di situ, 
bahkan kita juga kan rencanakan kedepan 
ini, mudah-mudahan di 2017 ini, LPJnya itu 
supaya masuk di websitenya, jadi kita tidak 
ribet-ribet buat satu bundel apa, berapa 
rangkap-rangkap, seperti ini 
pertanggungjawaban banyak-banyak jadi, 
kita tinggal laporkan, online buka laporan 
pertanggungjawaban desa uekuli 
 
9 A : sama kay BPK kan di BPK ada semua 
laporan pertanggungjawaban provinsi 
B : tidak perlu sampai tebal-tebal bawa ke 
ampana, ke palu lagi, difotokopi masuk di 
keuangan, PMDnya 
 
10 A : kalau dari websitekan tinggal kirim selesai 
B :nah kedepannya akan seperti itu, tapi 
mudah-mudahan lah dekat dekat ini supaya 
ini masyarakt juga, liat kan 
pertanggungjawabannya kita, bisa juga 
diumumkan kepada masyarakat, kalau ada 
yang ingin mencari tahu bisa kita buka juga, 
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kalau seperti ini kan kita, masyarakat malas 
membaca yang tebal-tebal ini, supaya apa, 
supaya transparansi keterbukaan antar 
informasi publik masyarakat dengan 
pemerintah ini, supaya tidak terjadi 
kecemburuan-kecemburuan kaya tadi, 
laporan-laporan biasanya saya tidak 
salahkan masyarakat berhak juga 
mempertanyakan dananya disalurkan ke 
mana,dana dipakai untuk apa, yah itu hak 
mereka, sesuai dengan apa, pamflet yang 
masuk dari KPK, kan sudah ada 
WHATSUPnya WAnya, supaya masyarakat 
juga ikut mengawasi, kite terbuka lebar,  
cuman kadang masyarakat ini, yang tidak 
mau berpartisipasi, kurang kepedulian 
masyarakat, yang paling prinsipil di desa 
uekuli ini partisipasi masyarakat dalam hal-
hal rapat, pertemuan musyawarah desa dan 
lain sebagainya, sampai masalah anggaran 
seperti ini,  masih banyak kemudian 
masyarakt diluar yang cerita  yang tidak 
punya kekuatan hukum yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan, nah yang sering 
saya sampaikan coba rapat-rapat coba 
datanglah ke kantor desa, kalaupun ad ahal-
hal yang dikritik dan saran kita kan bisa 
bicarakan bersama di kantor desa, ini kantor 
desa kan bukan Cuma milik pemerintah 
desa, namanya kantor desa kepala desa 
yang terpilih itu milik masyarakat sama-
sama 
11 A : mungkin itu saja 
B :Alhamdulillah 
 
12 A : terima kasih banyak pak 
B : sma-sama 
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WAWANCARA 3 
NAMA    : NIFRAN WILAH 
JABATAN   : KETUA BPD DESA UEKULI  
WAKTU WAWANCARA : 20 FEBRUARI 2017 
LAMA WAWANCARA : 10 MENIT 10 DETIK 
NO HASIL WAWANCARA KETERANGAN 
PERENCANAAN 
1 A :Assalamu alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh 
B:waalaikum salam warahmatullahi 
wabarakatuh 
 
2 A : mungkin pertama kenalan dulu dengan 
bapak ketua BPD, siapa nama lengakap? 
B : Nifran wilah 
 
3 A : tadikan kalau ini hampir semua sudah saya 
tanyakan ke kepala desa, tapi kalau untuk 
BPD beberapa saja, kalaau menurut bapak 
ini peraturan yang dibuat oleh kepala desa 
ini sudah sesuai dengan standar-standar? 
B : sudah sesuai, peraturan apa ini 
ditanyakan? 
 
4 A : peraturan-peraturan terkait pengelolaan 
dana desa, kan ada standar-standarnya 
semua 
B : pokoknya lengkap, kita ada juknis juga 
Kelengkapan 
administrasi 
5 A : semua sudah diaksanakan sesuai petunjuk 
teknis? 
B : iya 
 
6 A : kalau dengan visi misi organisasi 
bagaimana? 
B : visi dan misi organisasi apa yang 
dimaksud? 
Kesesuaian keputusan 
dengan dengan visi misi 
7 A : visi misi organisasi desa. 
B : visi dan misi kepala desa, yang ada itu, 
sudah tertuang dalam rpjm, rpjm itu kan 
Kesesuaian keputusan 
dengan dengan visi misi 
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untuk 5 tahun kedepan, dan masa 
pemerintahan kepala desa ini, jadi belum 
tuntas karna baru 1 tahun ini menjabat 
8 A : memang kan belum tuntas, tapi yang 
sudah berjalan apa sudah sesuai? 
B : sudah sesuai, sudah ada yang 
dilaksanakan, jadi setiap tahunnya itu visi 
dan misi itu setiap tahunnya diambil satu, 
misalkan lima, jadi tiap tahunnya itu 
dilaksanakan satu 
Kesesuaian keputusan 
dengan dengan visi misi 
9 A : dibagi-bagi dia pertahun? 
B : iya, seperti itu. 
 
10 A : kira-kira ada yang bapak liat ini mekanisme 
kalau tidak terpenuhi itu? Kira-kira ada 
sanksi atau bagaimana? Ada 
mekanismenya kira-kira? 
B : jelas akan ada sanksi, karena sebelum 
menjadi kepala desa kemarin itu wajib 
seorang calon kepala desa itu 
menyerahkan visi dan misinya, jadi ketika 
setelah berakhirnya masa jabatan kepala 
desa tersebut, tidak tuntas visi dan 
misinya, maka kita BPD akan menggiring 
kepala desa itu, lan kepala desa itu 
sebelum 6 bulan selesai masa tugasnya, 
selesai masa 6 tahun tadi itu, kita BPD 
harus sudah memberitahukan kepada dia, 
ada yang belum selesai, tolong 
diselesaikan, jadi, dia setengah tahun lagi 
harus selesaikan itu 
Mekanisme penerapan 
sanksi 
11 A : kalau menurut bapak ini, yang sudah 
berjalan ini sudah tercapai target-targetnya 
tahun kemarin? 
B : baru 1 tahun ini menjabat, targetseperti 
poin 1 sudah tercapai 
 
12 A : umpamanya tahun lalu ditargetkan begini, 
begini, begini, baru yang dijalankan sudah 
sesuai target memang? 
B : sudah, sudah, sudah sesuai target 
 
13 A : bagaimana penyebarluasan informasi 
sama masyarakat? 
B : ya, bagus,  
Sosialisasi kebijakan 
14 A : berarti masyarakat mudah dapat informasi Sosialisasi kebijakan 
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B : karena kita mengadakan sosialisasi, 
musyawarah desa, kemudian publikasi 
keliling kampung, kalau bahasa di sini 
bilang apa itu, pakai TOA, jadi kalau untuk 
pembersihan lingkungan itu tidak perlu lagi 
mengundang masyarakat untuk 
musyawarah kita cukup publikasikan 
keliling kampung, tadi kepala desa juga 
bilang ada juga di mesjid biasa. 
15 A : tadi sudah sesuai berarti, kesimpulannya 
ini gampang masyarakat ambil informasi 
B : gampang sekali. 
 
 
16 A : bagaimana proses monitoringnya ini BPD 
ini sama kepala desa, 
B : kalau monitoring ini kita tetap jalan terus 
karena kita memang kantor kita 
berdekatan. 
 
17 A : ada rancangan peraturan desa yang sudah 
dikasih dari kepala desa? 
B : ada inisiatif BPD kemarin ini bulan lalu, 
rancangan peraturan desa, rancangan 
BUMDES, tentang pendirian BUMDES 
Ketersediaan rancangan 
peraturan desa 
PELAKSANAAN 
1 A : kan dana desa harus setidaknya ada 
pendirian BUMDES 
B : jadi yang kita percepat sekarang ini 
pendirian BUMDES 
 
2 A : tadi juga kepala desa bilang posyandu 
juga, karena masyarakat juga minta, MDA, 
kalau untuk sekarang bumdes juga? 
B : kalau BUMDES itu inisiatif BPD, kita BPD 
yang bikin 
 
3 A : bulan apa dibikin itu? 
B : bulan november, dan kita udah 
sosialisasikan kepada masyarakat, kita 
sudah konsultasikan, tinggal disusun 
perdesnya, ke kabupaten, itu yang terkhir 
kemarin, perencanaan perdes terakhir 
kemarin itu, tinggal menunggu jawaban. 
Rancangan itu kan kita buat, kita 
diskusikan dengan pemerintah desa 
karena inisiatifnya BPD itu, jadi kita 
rapatkan bersama kepala desa kemudian 
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kita setujui bersama, dan kita 
konsultasikan ke masyarakat, setelah kita 
mendengar jawaban dari kabupaten, kita 
plenokan 
4 A : kalau prioritas penggunaan dana desa 
kalau BPD sendiri liat bagaimana prioritas 
penggunaannya 
B : prioritasnya ini cukup bagus, terbuktikan 
seperti dana desa ini, kan disamping 
monitor dari BPD, yang lebi tinggi kan ada 
inspektorat, jadi ketika, jangan kita 
berbohong di sini, kita bilang sukses, 
karena ada inspektorat yang lebih tau, tapi 
kenyataanny 2016 kemarin tidak ada 
kendala. 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
5 A : bagaimana dia kaya pemeliharaan jalan, 
atau pengelolaan lingkungan, dari dana 
desa itu bagaimana penggunaannya 
B : iya, kalau dan desa itu kan sudah ada 
memang dia punya pos-pos. Sebelum cair 
itu dana desa, jadi itu dulu baru dana desa 
cair 
Prioritas penggunaan 
Dana Desa 
6 A : pembangunan BUMDes itu memang 
menjadi prioritas sekarang ini? 
B : iya, dalam 2 bulan ini, langkah selanjutnya 
kan akan ada lagi rancangan-rancangan 
yang lain, batas bulan maret ini akan kami 
plenokan dengan masyarakat 
 
7 A : kalau untuk sumber daya alam 
bagaimana? Kaya kalau tambang? 
Rumput laut? Atau hutan desa? 
B : tidak ada, hutan desa bagus 
 
8 A : ada memang hutan desa dikelola dengan 
dana desa? 
B : tidak ada, yang dikelola oleh masyarakat 
saja, rotan, damar, kayu 
 
9 A : kalau pengelolaan sampah bagaimana? 
Pakai dana desa dia atau bagaimana? 
B : belum karena sampah di uekuli masih 
cukup terkontrol, masyarakat itu masih 
sadar dengan tidak membuang sampah 
sembarangan, masih pembangunan fisi, 
MCK, 2016 kemarin, pos kamling,  
A : mungkin itu saja untuk BPD terima kasih. 
 
 
